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BAB IV 

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP 
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK 
PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UU NO. 8 TAHUN 

2010 

A. Analisis Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana 
Pencucian Uang Menurut UU No.8 Tahun 2010 

Undang – Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang telah mengatur sistem 

pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana 

yang diatur dalam pasal 6 ayat (1), “Dalam hal tindak pidana Pencucian 

Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 

dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau 

Personil Pengendali Korporasi.” 

Yang mana dalam hal ini terdapat tiga bentuk sistem 

pertanggungjawaban pidana yaitu1 : 

1. Korporasi yang bertindak sebagai pelaku tindak pidana dimana 

korporasi sendiri yang memikul pertanggungjawaban pidana. 

2. Korporasi sebagai pelaku dan personil pengendali korporasi (pengurus 

korporasi) yang memikul pertanggungjawaban pidana. 

3. Korporasi bersama personil pengendali korporasi sebagai pelaku dan 

keduanya memikul pertanggungjawaban pidana. 

                                                            
1Mardjono Reksodiputro, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana 

Korporasi dalam Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Kumpulan Karangan Buku 
Kesatu, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan  dan Pengabdian Hukum, 2007),72. 
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Ketika pengurus korporasi berperan sebagai pelaku tindak pidana 

pencucian uang maka beban pertanggungjawaban pidananya hanya 

dibebankan kepada pengurus korporasi saja, apabila : 

1. Perbuatannya dilakukan oleh pengurus korporasi biasa yang bukan 

merupakan personil pengendali korporasi. 

2. Perbuatan pengurus korporasi tersebut tidak menguntungkan korporasi 

tetapi hanya menguntungkan individu semata. 

3. Perbuatan pengurus korporasi itu dilakukan bertentangan dengan 

maksud dan tujuan korporasi 

4. Perbuatan pengurus korporasi menyimpang dari fungsi dan tugasnya 

dalam suatu korporasi. 

Hal tersebut disebabkan karena korporasi tidak dapat melakukan 

sendiri suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dan tidak dapat 

memiliki kalbu yang salah, tetapi yang melakukan perbuatan tersebut 

adalah pengurus korporasi yang di dalam melakukan perbuatan itu 

dilandasi sikap kalbu tertentu, baik yang berupa kealpaan ataupun 

kesengajaan maka pengurus dari korporasi itulah yang yang harus 

memikul pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya 

sendiri dan bukan untuk dan atas nama korporasi.  

Pengurus korporasi dapat dikatakan bertindak mewakili korporasi, 

yang sebagaimana diatur dalam undang – undang ini, apabila :  

1. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;  

2.  dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

94 
 

3. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah;  

4. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi. 

Dimana model sistem pertanggungjawaban pidananya adalah 

pengurus korporasi dalam hal ini oleh personil pengendali korporasi dan 

korporasi merupakan pelaku dan kedua – duanya memikul 

pertanggungjawaban pidana. 

Dari penjelasan di atas maka kita dapat melihat bahwa sistem 

pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana pencucian uang 

dapat dibagi menjadi empat sistem pertanggungjawaban pidana yaitu2 : 

1. Korporasi yang bertindak sebagai pelaku tindak pidana maka korporasi 

sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana. 

2. Korporasi sebagai pelaku maka personil pengendali korporasi 

(pengurus korpoasi) yang harus memikul pertanggungjawaban pidana. 

3. Korporasi bersama dengan personil pengendali korporasi sebagai  

pelaku dan keduanya harus memikul pertanggungjawaban pidana. 

4. Pengurus korporasi berperan sebagai pelaku tindak pidana pencucian 

uang maka beban pertanggungjawaban pidananya hanya dibebankan 

kepada pengurus korporasi saja. 

Apabila pengurus korporasi bertindak tidak untuk dan atas nama 

korporasi maka pertanggungjawaban pidananya hanya dibebankan kepada 

perngurus korporasinya itu sendiri. Kemudian apabila pengurus korporasi 

(personil pengendali korporasi) bertindak untuk dan atas nama korproasi 

                                                            
2 Sutan Remy Sjahdeni, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,(Jakarta : PT Grafiti Pres, 
2007),59. 
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(bersama–sama dengan korporasi) maka pertanggungjawabannya dapat 

dibebankan kepada korporasi dan pengurus korporasi itu sendiri. 

Adapun untuk sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi 

yang melakukan pencucian uang diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (2), 

dimana dalam pasal tersebut menegaskan korporasi dapat dikenakan 

pidana denda dan bahkan dapat dikenakan pidana tambahan dari sekedar 

pengumuman keputusan hakim hinga pengambilalihan oleh Negara.  Pasal 

7 ayat (1) berbunyi : “Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi 

adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar 

rupiah).” Sedangkan  pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada 

Korporasi dalam Pasal 7 ayat (2) berbunyi : “Selain pidana denda 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat 

dijatuhkan pidana tambahan berupa: a. pengumuman putusan hakim; b. 

pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;                             

c. pencabutan izin usaha; d.  pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi; 

e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau f. pengambilalihan 

Korporasi oleh negara. 

Bahkan terhadap korporasi juga dapat dikenakan perampasan harta 

kekayaan milik korporasi untuk mengganti pidana denda, juga pidana 

kurungan sebagai pengganti denda kepada personil pengendali korporasi 

apabila harta kekayaan milik korporasi yang dirampas tidak mencukupi. 

Pasal 9 ayat (1) menerangkan perampasan sebagai berikut : “Dalam hal 

Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud 
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dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan 

Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang 

nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.” Kemudian 

pidana kurungan dikenakan pada personil pengendali korporasi 

“menggantikan” pidana kurungan terhadap korporasi, Pasal 9 ayat (2) 

menegaskan, “Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang 

dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana 

kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali 

Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.” 

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pertanggungjawaban 
Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU No.8 
Tahun 2010  

Membicarakan topik tentang perbuatan kejahatan tidak bisa 

dilepaskan dan melibatkan akibat - akibat yang ditimbulkannya ditengah 

masyarakat, baik akibat terhadap individu maupun kelompok. Ukuran 

untuk menilai suatu perbuatan sebagai tindak kejahatan, tergantung dari 

nilai-nilai dalam pandangan hidup yang terdapat dalam masyarakat tentang 

apa yang baik, benar dan bermanfaat bagi masyarakat. Sedang seseorang 

yang melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau 

melakukan suatu perbuatan mencocoki dalam rumusan undang-undang 

hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia 

dipidana. Dia mungkin dipidana, yang tergantung kepada kesalahannya. 

Dipidananya seseorang, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi 

satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi 
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perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat 

dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk 

menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya 

kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan terhadap seorang 

tertuduh yang dituntut dimuka pengadilan. 

Dalam hukum Islam perbuatan (tindak) pidana disebut sebagai 

jarimah, yaitu larangan-larangan syara’yang diancam oleh Allah dengan 

had atau ta’zi>r. Sedangkan unsur-unsurnya dapat dikategorikan telah 

berbuat jarimah meliputi3: 

1.  Nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. 

Dan unsur ini biasanya disebut sebagai “unsur formil” (rukun syar’i). 

2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa 

perbuatanperbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini 

biasa disebut “unsur material” (rukun maddi). 

3. Pembuat adalah orang mukhallaf, yaitu orang yang dapat dimintai 

pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya. Dan unsur ini 

biasa disebut “unsur moril” (rukun adabi). Dengan adanya unsur-unsur 

tersebut maka apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang 

tergolong jarimah, maka orang tersebut akan dapat dikenakan 

Uqubahnya 

 

                                                            
3A Djazuli,Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam),(Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2000),110-111. 
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Tindak pidana pencucian uang memang tidak dijelaskan secara 

eksplisit dalam al–Qur’an, tetapi Allah swt., telah mengatur tentang 

kejelasan dalam memperoleh harta benda seperti yang firman Allah swt. 

dalam surat al–Baqarah ayat 188. 

آَ اِلىَ الحُْكَّا مِ لتَِأْكُلُوْا فَريِْـقًا مِّنْ  نَكُمْ باِ لْبَا طِلِ وَتُدْ لُوْا ِ  امَْوَالِ وَلاتَأَْ كُلُوْآ امَْوَا لَكُمْ بَـيـْ
 باِلاِْثمِْ وَانَْـتُمْ تَـعْلَمُوْنَ  النَّا سِ 

  

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang 
lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 
membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 
memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan 
(jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”(Q.S. al-Baqarah 
:188)4 

 
ثَـنَا فُضَيْلُ بْنِ مَرْزُوْ قٍ, عَنْ عَدِيِّ بْنِ  ثَـنَا أبَوُ نُـعَيْمٍ: حَدَّ ثَـنَا عَبْدُ بْنِ حمُيَْدٍ : حَدَّ حَدَّ
ثاَبِتْ, عَنْ أَبيِْ حَازمِِ, عَنْ أَبيِْ هُرَيْـرَةْ, قاَلَ: قَلَ رَسُوْ لُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ياَ 

إِلاَّ طيَِّبًاوَإِنَّ اللَّهَ أمََرَ الْمُؤْمِنِينَ بمِاَ أمََرَ بِهِ إِنَّ االلهَ طيَِّبٌ لاَ يَـقْبَلُ أيَُّـهَا النَّا سْ! 
ياَ أيَُّـهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالحِاً إِنىِّ بمِاَ تَـعْمَلُونَ عَلِيمٌ) (الْمُرْسَلِينـَفَقَالَ 

ثمَُّ ذكََرَ الرَّجُلَ يطُِيلُ ». ذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طيَِّبَاتِ مَا رَزَقـْنَاكُمْ) وَقاَلَ (ياَ أيَُّـهَا الَّ 
السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبـَرَ يمَدُُّ يَدَيْهِ إِلىَ السَّمَاءِ ياَ رَبِّ ياَ رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَراَمٌ وَمَشْرَبهُُ حَراَمٌ 

  فأََنىَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ  وَمَلْبَسُهُ حَراَمٌ وَغُذِىَ باِلحَْراَمِ 

“… dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah saw. bersabda,” Wahai 
sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thoyyib (baik). Allah tidak 
akan menerima sesuatu melainkan dari yang thoyyib (baik). Dan 
sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang 
mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul. Firman-
Nya: ‘Wahai para Rasul! Makanlah makanan yang baik-baik (halal) 
dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui 
apa yang kamu kerjakan.’ Dan Allah juga berfirman: ‘Wahai orang-
orang yang beriman! Makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami 

                                                            
4Tim Penerjemah Departemen Agama RI, al-Quran danTerjemahnya(Surabaya : Mekar Surabaya, 

2004), 36. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

99 
 

rezekikan kepadamu.'” Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 
menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh 
perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang 
itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdo’a: “Wahai Tuhanku, 
wahai Tuhanku.” Padahal, makanannya dari barang yang haram, 
minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi 
makan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan 

memperkenankan do’anya?”(H.R. at-Tirmidzi)5 

Pencucian uang merupakan perbuatan tercela dan dapat merugikan 

kepentingan umum. Hal ini sangatlah bertentangan dengan hukum Islam. 

Money laundering termasuk ke dalam jarimah ta’zi>r karena tidak secara 

eksplisit disebutkan dalam al–Qur’an dan hadis, namun jelas sangat 

merugikan umat manusia dan beberapa efek negatif, yaitu6: 

1. Membahayakan kehidupan manusia, 

2. Menghambat terwujudnya kemaslahatan, 

3. Merugikan kepentingan umum, 

4. Mengganggu ketertiban umum, 

5. Merupakan maksiat, dan  

6. Menganggu kehidupan sekaligus harta orang lain. 

Sanksi terhadap tindak pidana pencucian uang adalah hukuman yang 

berkaitan dengan harta. Para ulama berbeda pendapat tentang 

dibolehkannya hukuman ta’zi>r dengan cara mengambil harta. Menurut 

Imam Abu Hanifah, hukuman ta’zi>r dengan cara mengambil harta tidak 

dibolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad ibn 

                                                            
5Abu ‘Isa Muhammad Ibn ‘Isa Ibn Tsawrah Ibn Musa Ibn al Dhahak al Sulami al Bughi al 

Tirmidzi, Shahih Sunan Tirmidzi, Takhrij: Muhammad  Nashiruddin Al-Albani,Buku 
3,(Jakarta:Pustaka Azzam,2012),291-292. 

6M.Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta : Amzah,2013),171. 
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Hasan, tetapi muridnya yang lain, yaitu Imam abu Yusuf 

membolehkannya apabilamembawa maslahah. Pendapat ini diikuti oleh 

Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal. 

Ulama yang membolehkan adanya sanksi ta’zi>r berupa mengambil 

harta benda mengartikannya dengan menahan harta terhukum selama 

waktu tertentu, bukan dengan merampas atau menghancurkannya. 

Alasannya adalah, karena tidak boleh mengambil harta seseorang tanpa 

ada alasan hukum yang membolehkannya. 

Ada pula ulama yang berpendapat bahwa sanksi ta’zi>r berupa harta 

diperbolehkan pada waktu awal Islam lalu dinasakh, karena dengan 

diperbolehkannya sanksi yang demikian maka menyebabkan Ulil Amri 

mengambil harta orang lain dengan sewenang-wenang. Akan tetapi alasan 

ulama tidak memperbolehkannya ini tidak dapat diterima oleh jumhur 

ulama, karena banyak bukti, baik Rasulullah maupun Khalifah al-Rasyidin 

menerapkan sanksi ta’zi>r berupa harta ini, seperti keputusan Rasul yang 

memerintahkan untuk menghancurkan tempat khamr dan mendenda 

dengan dua kali lipat buah-buahan yang dicuri dari pohonnya serta 

memberikan hukuman didenda kepada pencuri harta bukan dari tempat 

penyimpanannya yang layak.7Tetapi, ada juga yang berpendapat bahwa 

jarimah yang berkaitan dengan harta dapat dijatuhi hukuman penjara 

                                                            
7Ibid. 
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selama 5 tahun dan jilid karena telah melakukan pengkhianatan terhadap 

amanah harta.8 

Hukum Islam sejak kelahirannya telah mengenal badan-badan 

hukum. Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa para fuqaha mengenal baitul 

mal (perbendaharaan negara) sebagai badan hukum ( ٌهَيْئَةُ قَانوُنيَِّة) hay,atu 

qa>nu>niyyatun, demikian juga dengan sekolah dan rumah sakit. 

Institusi baitul mal didirikan pertama kali setelah turun firman Allah 

swt. surat al-Anfaal mengenai perselisihan para shahabat tentang 

pembagian ghanimah (rampasan perang) Badar. Surat al-Anfaal ayat 1: 

   فاَتَّـقُوا االلهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَـيْنِكُمْ     قُلِ اْلأنَْـفَالُِ اللهِ وَالرَّسُولِ    يَسْألَُونَكَ عَنِ اْلأنَْـفَالِ 
   

 وَأَطِيعُوا االلهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 
“Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta 
rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan 
Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan 
perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada 
Allah dan rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang 
beriman."”(Q.S al-Anfaal :1)9 

       

Hanya saja, pada zaman Nabi Muhammad saw, baitul mal belum 

memiliki kantor khusus yang difungsikan untuk mengatur lalu lintas 

harta.   Sebab, pada saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak, dan 

biasanya langsung habis didistribuskan untuk kepentingan kaum Muslim.10 

                                                            
8 Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad Ad-Da’ur, Sistem Sanksi Dan Hukum  Pembuktian Dalam 
Islam, Penerjemah : Syamsudin Ramadlan, (Bogor:Pustaka Thariqul Izzah,2004),277. 
9 Tim Penerjemah Departemen Agama RI, al-Quran dan …,239 
10Syamsuddin Ramadhan, ”BaitulMal”, https://syamsuddinramadhan. wordpress.com/2008/05/ 

25/baitul-mal/ “diakses” pada tanggal 1 Juli 2015 
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Pada zaman kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq, beliaulah orang 

pertama yang membangun baitul mal. Ibnu Sa’ad meriwayatkan dari Sahl 

bin Abi Khaitsamah dan yang lainnya, bahwa di sebuah tempat yang tidak 

dijaga siapa pun dikatakan kepadanya: Apakah tidak kau ditempatkan 

seseorang untuk menjaganya? Dia berkata,”Bukankah ada gemboknya?” 

Dia itu membagikan apa yang ada di Baitul Mal itu hingga kosong. 

Tatkala dia pindah ke Madinah, dia memindahkan Baitul Mal ke 

rumahnya. Harta kaum muslimin disimpan di dalam Baitul Mal itu.11 

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh ad-Darimi, disebutkan bahwa sisa  

harta waris dari anak zina yang meninggal diserahkan ke baitul mal. 

عْتُ رَسُولَ اللَّ  هِ أَخْبـَرَناَ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبـَرَناَ شُعْبَةُ عَنْ سمِاَكٍ عَنْ النـُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قاَلَ سمَِ
 يَـقُولهُاَ للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخَْطُبُ فَـقَالَ أنَْذَرْتُكُمْ النَّارَ أنَْذَرْتُكُمْ النَّارَ أنَْذَرْتُكُمْ النَّارَ فَمَا زاَلَ صَلَّى ا

يصَةٌ كَانَتْ عَلَيْهِ عِنْدَ رجِْ   لَيْهِ حَتىَّ لَوْ كَانَ فيِ مَقَامِي هَذَا لَسَمِعَهُ أَهْلُ السُّوقِ حَتىَّ سَقَطَتْ خمَِ

“…dari Sa'id dari Az Zuhri ia ditanya tentang anak zina yang 
meninggal, ia menjawab; Jika ia adalah anak Arab maka ibunya 
mendapat sepertiga harta warisan, sedangkan sisanya diserahkan ke 
Baitul Mal. Jika ia adalah anak budak maka ibunya mendapat 
sepertiga harta warisan, sedangkan sisa harta tersebut diberikan 
kepada majikannya yang telah memerdekakan ibunya. Marwan 
berkata; Aku telah mendengar Malik berpendapat seperti itu”.(HR. 
ad-Darimi)12 
 

Tetapi hukum Islam tidak menjadikan badan hukum tersebut sebagai 

objek pertanggungjawaban ini didasarkan atas adanya pengetahuan dan 

                                                            
11Imam As-Suyuthi, Tarikh Khulafa’, Penerjemah : Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-

Kautsar,2000),87. 
12 Imam Abu Muhammad Attamimi Ad Darimi As Samarqandi,Sunan Ad-Darimi, Takhrij:Syaikh 

Muhammad Abdul Aziz Al-Khalidi, (Jakarta:Pustaka Azam,2007), 985 
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pilihan, sedangkan keduanya tidak terdapat pada badan-badan hukum 

tersebut. Adapun bila terjadi perbuatan yang dilarang dari orang yang 

mengelola lembaga tersebut, orang itulah yang bertanggungjawab atas 

tindak pidananya. Badan hukum dapat dijatuhi hukuman bila hukuman 

tersebut dijatuhkan kepada pengelolanya, seperti hukuman pembubaran, 

penghancuran, penggusuran, dan penyitaan. Demikian pula aktivitas badan 

hukum yang dapat membahayakan dapat dibatasi demi melindungi 

keamanan dan ketentraman masyarakat.13 

 

                                                            
13Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,(Bogor : Kharisma Ilmu,t.t),68. 


